SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA

NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MINAHASA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA,

Menimbang

bahwa untuk memberikan pelayanan data dan informasi
penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan kepada
masyarakat yang optimal serta untuk meningkatkan
peran dan fungsi personil Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Minahasa;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik, yang mengatur bahwa
untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan
sederhana setiap Badan Publik menunjuk Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran Komisi
Pemilihan Umum Nomor 178/KPU/IV/2015 tanggal 20
April 2015 perihal tindak lanjut PKPU No. 1 Tahun 2015
tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di
Lingkungan KPU;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam
huruf a, b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tentang

Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi Di

Lingkungan..........
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Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Minahasa.

Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3881);

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Layanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun
2009 Nomor 152);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
251);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota menjadi UndangUndang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang

PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-
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Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga
atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang keterbukaan Informasi (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 99, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 5149);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015
tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara
Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 456);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga
atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 786);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun
2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan
Tata Kerja sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan
Umum  Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia tahun 2020 Nomor 1236);

12. Peraturan..........
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Memperhatikan: 1.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sistem Klasifikasi
Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Komisi Pemilihan
Umum;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88 Tahun
2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan
dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan
Umum;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 526/HM.02-
KPT/06/KPU/VIII/2021 tentang  Perubahan atas
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
87/KPTS/KPU/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan

Komisi Pemilihan Umum.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum  Kabupaten
Minahasa Nomor 021/Kpts/KPU-Kab-023.436239/2017
tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan
Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Minahasa;

Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Minahasa Nomor: 41/PK.01-BA/7102/2022
tentang Penetapan Perubahan Atas Keputusan Komisi
Pemilihan Umum  Kabupaten  Minahasa Nomor:
32/HK.03.1/7102/2021 Tentang Badan Koordinasi
Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Minahasa dan Penetapan Pejabat Pengelolah
Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum

kabupaten Minahasa.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MINAHASA TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA.

KESATU...........
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KESATU : Menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan
Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Minahasa, sebagaimana tercantum dalam
lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Menetapkan uraian tugas, fungsi, dan wewenang Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa sebagaimana
tercantum dalam Lampiran 2 yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KETIGA : Biaya yang timbul akibat diterbitkan surat keputusan
dibebankan ke Anggaran APBN Komisi Pemilihan Umum
Tahun Anggaran 2022;

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor
3/HM.02/7102/2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor
281/PP.02.1-Kpt/7102/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Struktur
dan Personalia Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa
beserta perubahannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tondano
Pada tanggal 8 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA,

Salinan sesuai dengan aslinya ttd.
UM SEKRETARIAT KPU LORD A. CH. E. MALONDA




LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA

NOMOR 13 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MINAHASA

STRUKTUR DAN PERSONALIA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

Pembina:

1. Lord A. Ch. Malonda
. Rendy Suawa

. Lidya A. Malonda

. Kristoforus Ngantung

a o W N

. Peter Maweikere

KABUPATEN MINAHASA

Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi (TPPI):

1. Peter Maweikere
2. Kristoforus Ngantung

3. Raymond F. Mamahit

Atasan PPID:

Raymond F. Mamahit (PIt. Sekretaris KPU Kab. Minahasa)

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID):

Yohanes Pahargyo (Kasubbag Teknis Penyelenggara dan Partisipasi Hubungan

Masyarakat)

Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi (TP-PID):

1. Rouna Rompas

2. Steven Mamengko



Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Desk PID):

1.I.G.P Surya Darma
2. Deifi Porong

3. Alindri Podo

4. Dimitri Paseki

5. Wendy Lumatauw

Salinan sesuai dengan aslinya
N EKRETARIAT KPU

Ditetapkan di Tondano
Pada tanggal 8 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA,
ttd.
LORD A. CH. E. MALONDA



